BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR “° TAHUN 2017
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat

ot

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) UndangUndang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
maka setiap Badan Publik termasuk didalamnya Pemerintah
Daerah perlu menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan
informasi publik;

. bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka perlu
disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi
pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik
secara baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat
dengan mudah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada hurul a dan huruf b diaias, dipandang periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4220);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58,6 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4843);
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4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Daeran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4875;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Purhlilc ﬂpmhqran N'nrr-:arg 'I?pnnhhlr Indonesia Tahun 200G

Nomor 1 12, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038});

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peratiiran Periindane-1 Indancan (Lemharan Neoara Renuibhik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;

.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 teniang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatilka Nomeor 10
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumeniasi di Lingkungan Kementerian Daiam Negeri;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tantang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.

16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
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17.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[’ T 3 YSRUUIY N ™ - 1 h 7 o, N S TU et o meeome BE A MM\
10.15rCldtulall LrdacClell MUUPH.LCIL DULd11E uuuuguuuuw L1t11U1l -

Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur.
MEMUTUSKAN:
Menctapkaii : FERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PADA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW TIMUR.

Pasal 1

Standair Opeiasional Prosedur {SOF) bagi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur merupakan pedoman dalam pengelolaan informasi bagi satuan kerja
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian
dan pelayanan informasi serta penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi.

Pasal 2
Rincian SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana

fnrnﬂﬂh"lfﬂ Anlnrm lnrmemivran T larmriran IT Inmﬂirnn TIT dAnv larmmiens TV 1rnnn
Al LALALLALLA LALLACLRAL Mllyu [Z e -I.’ Lu.ll.l.t).ll CAAlR l.l, ATALLE 1.‘ CALL ASA vALALR lmlll—'ll CALA A W J 6

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dendr anat Doacandiieney ramnts ravlead ]‘\ai‘](\lﬂ‘! v nlra Wamyrtiians Dharmoats
A CALVICL OCGQL L WACLLLL R uuluau .l.l.l..l. l.l.l.u.l.a.l M llGingd Aana l‘.\rl}ubuml uu}lau

Bolaang Mongondow Timur Nomor 285 tahun 2015 tentang Pembentukan
Pejabat Pengelola Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada tanggal : 6 “un 07

’

BUPATI BOLAANG MONGON'de TIMUR
SEI%ANDJAR

Diundangkan di : 'l‘utuyan
Pada tanggal : f

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Ir. Hi. MU'HAMﬁAD ASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590813 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
2017 NOMOR

No PENGELOLA PARAF
Mohon Untuk

1. | Bupati Bolaang Mongondow Timur dapat
ditandagangani

2. | Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur

3. | Sekretaris Daerah

4. | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra /

5. | Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan
Statistik
7. | Kepala Bagian Hukum

Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persandian &

dan Statistik

9. | Kasubag Perundang-Undangan
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LampiranI : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Nomor 42 q aLW' %7

Tanggal : 'a-vm: KaF7)
Tentang : Standar Operasional Pelayanan Informasi Pada Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA

TRTTA AT

AAACT TRNARY TRATSTTRATOATTIA (AT /TWATTN
ANDOURNMIADL AN DUNUNVIEN LAODL ‘rrlu)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan
bagian penting bagi pertahanan  Nasional. Hak memperoleh
informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi
publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik. Dalam era globalisasi saat ini,
Informasi merupakan salah satu kebutuhan utama setiap individu.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP).
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Aano 1mmdnno vano tardiv Aari A4 mnanl i nmnAdn mFirmon
WAilliE, GilAiLlE, Yol el ledl WU prededd ilin pialacd MUy

memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka
akses bagi setiap Pemohon informasi pubiik untuk mendapatkan

informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
bertujuan antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui
rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan
proses pengambilan keputusan.publik, serta alasan pengambilan
suatu keputusan publik. Sedangkan manfaat bagi Badan Publik,
tujuan regulasi ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan
pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
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B.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). telah
memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk
memperoleh Informasi Publik, dimana setiap Badan Publik
mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani
permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu , biaya ringan

dan cara sederhana.

Dengan terbitnya regulasi keterbukaan informasi publik ini,
telah mendorong Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk
membuka diri terhadap setiap informasi yang diminta masyarakat.
Langkah awal yang dijalani Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur adalah membentuk lembaga Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sistem terpusat
(sentralisasi), dimana Dinas Komunikasi Informatika Perandian dan
Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai leading
sektornya atau disebut PPID Utama, Sedangkan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serta Lembaga / Badan
Usaha Milik Daerah yang telah menerima anggaran APBD Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur adalah pejabat yang melaksanakan tugas
dan fungsi sebagai PPID Pembantu.

Tugas PPID utama adalah menyediakan akses informasi publik
bagi Pemohon Informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Utama
periu menetapkan standar layanan informasi dalam bentuk Standar
Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur.
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ini, diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan
Iniormasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak pubiik ternadap
informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun sebagai alur
proses pelaksanaan pelayanan informasi dan acuan tentang
ruang lingkup, tanggung jawab serta wewenang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur dalam menyediakan Informasi
tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan

informasi publik.
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Tujuan
a. Mewujudkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik secara efektif dan efisien.

b. Memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.

c. Memberikan standar bagi PPID Utama dan PPID
Pembantu dalam melaksanakan pelayanan informasi
publik

p N Al et T ot
d. Menjadi sarana dalam melakukan evaluasi kinerja aparat

ASAS PELAYANAN INFORMAS! PUBLIK

1. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta
mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan

3. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektifitas

4. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi ,
kebutuhan dan harapan masyarakat

5. Kesamaan hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku , ras,
agama , golongan , gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak
dan kewajiban masing masing pihak.

PENGERTIAN

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan:-

1.
2.

Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;

Badan Publik adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur.
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Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada
seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi
publik yang dibutuhkan.

adalah perwujudon kewajiban setinp Badan
Publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
daya dan peiaksanaan kebijakan yang dipercayaikan
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa
laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang
dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur dalam rangka pelaksanaan kegiatannya,
baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun
terekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau

didengar.

Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan
dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik
data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat diiihat,
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan
dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya
yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi
secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

organisasti serta kategori informasi.
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10. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada

masyarakat pengguna informasi.
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selanjutnya disingkat dengan PPID Utama adalah pejabat yang
bertanggung jawab dalam bidang penyediaan, dan/atau
pelayanan informasi , penyimpanan dan pendokumentasian,

di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
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[

lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur seria Lembaga /; Badan Usaha Milik
Daerah yang telah menerima anggaran APBD Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur
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Pengouna Informasi Publik adalah orang vang
oD o (=]
informasi publik sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 14
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14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
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penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian

dokumen secara sistematis.

I1. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID } DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR

A. TUGAS DAN WEWENANG PPID

1. Tugas Pokok PPID Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan

bahan informasidari PPID pembantu;

h Menvimnan, mendalriimentasilean, menvedial-an dan '/ atan

e AFA ALY ddlagedaiag dbdwiLA AL TALAL WAL TR LAMTALAY LAV ALy

memberikan pelayanan informasi kepada publik;

c. Melakukan veifikasi bahan informasi publik;
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yang dikecualikan;
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e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasai;
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2. Tanggung Jawab PPID Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
a. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian
seluruh informasi publik yang berada di Badan Publik

Pemerintah Daerah;

b. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh
informasi publik dibawah penguasaan Badan Publik
Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh publik.

3. Wewenang PPID Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjannya;

c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan

PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/
tidaknya diakses oleh public;

e. Menugaskan PPID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
untuk membuat, mengumpulkan , serta memelihara

informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

B. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PPID
1. Kedudukan PPID utama :

PPID Utama berkedudukan di Kantor Dinas Komunikasi
Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur.

Ketua PPID Utamo adalah Pejabat  ex gfficic Kepala Dinas

Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur;

Penunjukan PPID ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(1) Pembina;

(2) Wakil Pembina;
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(3) Pengarah/Atasan PPID;

(4) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

(5) Ketua PPID Utama;

(6) Wakil Ketua Utama,;

(7) Sekretaris PPID Utama;,

(8) Sekretariat PPID Utama;

(9) Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;

(10) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi informasi;

(11) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;

C. FUNGSI DAN TUIGAS MASING — MASING TIM PPID

maE  wm ue e - " P -

1. Pembina PPID : Bupati Bolaang Mongondow Timur

Fungsi: Pembinaan terhadap pengelolaan layanan informasi
dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan
pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan

R R O L e

INCKGLISIING Yaiig \..Ll LCLL Linaii,
y

Tugas: 1. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan

f\.ﬂlf\‘r"\“ "I“ {" MTrrm e ﬁ‘; f‘ﬂﬂ r‘lr\ln1mnﬂfn 01 A‘]!ﬂﬂ‘l”"hﬂﬂﬂ
rl\dlu., AL E .I.L.I.LUL ALLCAWTL WALALE TAV LR LAALAYLA LA LAY AS‘A—IA

Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow T1mur,

2 MPnqunhk’Qn dan menetankan _}E.‘D‘S_}

yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta
informasi yang dikecualikan.

ienis informasi,

2. Wakil Pembina PPID : Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur

Fungsi : Membantu fungsi pembina pada pembinaan terhadap
pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dan
seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan

PR P P S

~ A T2 PRV PN
uunuu.r.cut.aax Qi uul.sl\u.uscul .l' ciiiGa

Tugas: 1.Membantu pembina untuk melakukan pembinaan

. .
tarhnadan nenralala aan rnelarranan infAarmact Aan

dokumentasi dilingkungan Pemda

o

. Memhantu T‘lP‘I"'I"lh‘lﬂ.‘:I mpnueqnhlzmn dan menetapkan

jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib

disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta,
tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

3. Pengarah/Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur

Fungsi :1. Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan
dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi

o

A wlr am T Eae
Y Cl..l..ls Lbl .I..I.l Lbs.l QDL aaii l.\.r.l. Koo \..uuaax

t
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2. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon
informasi publik;

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling

wnlhnd 2N R Lt | 1n 1r mmdnls Aiboees

T~
l.q.-l-l..l.ua.\- LW LN ‘L.ls tll.u‘l-l..l.l, I.I.CI.I-.L 1\\.-1._"1 ﬂ\aJCLE\ ULWI.MLLCI..I.L:,C\.

laporan keberatan secara tertulis;

4, Sebagai perwakilan badan publik Pemda dalam

sengketa informasi publik;

5. Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat
penetapan daftar informasi publik dan surat
penetapan klarifikasi dari PPID utama.

Tugas :1.Memberikan arahan kepada PPID terkit pengelolaan
layanan informasi dan dokumentasi;

2. Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi
dan dokumentasi yang dapat diakses / diberikan

Trmam o

o A L
nupraua yuxuuu.\u.l. .u.uu; uu:l.al.,

3. Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji

lronseloien o1 infarmact yang Alrecnialilkan:

4. Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID

terkait dengan qph.qn kehunlmn vang diambhil intulk

memenuhi hak setiap pemohon informasi.

4. Tim Pertimbangan :

Tugas : 1. Membahas usulan-usulan informasi yang
dikecuaiiakan;

2. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi
informasi, termasuk informasi vang dikecualikan;

3. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hl
yang belum diatur dalam panduan.

5. Ketua PPID Utama : pejabat ex officio Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik

Fungsi : fungsi ketua yaitu pelaksana koordinasi perencanaan,
pengelolaan, pelayanan dan pengendalian informasi dan
dokumentasi.

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan

imnformasi dan dokumentasi.

6. Wakil Ketua PPID Utama : pejabat ex officio Kepala Bagian Humas
Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur.

Fungsi : Fungsi wakil ketua yaitu membantu ketua dalam
pelaksanaan koordinasi perencanaan, pengelolaan, dan
pengendalian informasi dan dokimentasi.
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Tugas : Tugas wakil ketua membantu ketua  untuk

mengkoordiansikan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan
dokumentasi.

7. Sekretaris PPID : pejabat ex officio Sekretaris Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten

Rolaang Mongondow Timur.

Fungsi : 1. Pelaksanaan  koordinasi penyusunan  program
pengelolaan informasi dan dokumentasi;
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas
bidang-bidang pada sekretariat;

3. Pelaksanaan koardinasi dan konsolidasi dalam rangka
pengumpulan informasi dan dokumentasi;

4. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan
doxkuineitasi;

5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan
pelayanan informasi publik melalui media cetak dan
elektronik

6. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian
pelayanan informasi dan dokumentasi;

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan peloporan
kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Tugas : 1. Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program dan
kegiatan yang dilakukan oleh PPID SKPD;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
ketua PPID Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh
Sekretariat.

8.Sekretariat PPID Utama
Yaitu terdiri dari

1) Koordinator sekretariat setingkat Eselon IV yaitu pejabat ex officio
Kepala

Seksi Analisis dan Pengolahan Data pada Dinas Kominfo

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

2) Pengelola Publikasi
3) Pengelola Data

4) Pengelola Penyelesaian Sengketa

. . . .
Tinaei + Qahaaai 1nit nelalreana lavanan infaormaei dan dolnimentae;

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur bertanggung jawab kepada Sekretaris PPiD utama

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
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a.

Koordinator Sekretariat :

Membantu Sekretaris PPID Utama dalam menyimpan,
mengklasifikasi dan menyediakan informasi atau
dokumen dari PPID pembantu termasuk

mengembangkan penyediaan dan pelayanan informasi
publik

Melaksanakan administrasi pelayanan

informasi dan dokumentasi.

Menginformasikan adanya permohonan informasi atau
surat keberatan informasi kepada Sekretaris PPID utama.

Menyiapkan lampiran Nota Dinas / memo bagi proses
layanan informasi oleh Sekretaris PPID utama.

Menyiapkan materi balasan surat dari pemohon
informasi atas arahan Sekretaris PPID utama.

Menyiapkan surat permohonan data dan informasi ke
PPID pembantu atas arahan Sekretaris PPID utama.
Mengevaluasi dan merekap data permohonan dan
penyampaian informasi, meliputi informasi yang dipenuhi
atau yang ditolak berikut alasan penolakannya.

o

aat dan informasi serta merta.

7]

Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
PPID utama.
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Tugas :

Pengelola Publikasi
a. Membantu Sekretaris PPID Utama dalam proses layanan

informasi.

v Menahimniim eiirat / narmnhonan infarmaei melalin Adiaital
dan non-digital

c. Menyampaikan permohonan informasi kepada

PPID Pembantu atas instruksi Sekretaris PPID
apabila data/informasi yang diminta Pemohon belum
tersedia di PPID utama.

d. Mengumpulkan data/informasi dari PPID utama untuk di

perbaharui setiap saat.

e. Melakukan tugas-tugas administrasi terkait perrnohonan

informasi.

f. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Koordinator Sekretariat PPID utama

Pengelola Data
a) Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan

terhadap permohonan informasi melatui digital dan

nondigital.

b) Membantu Sekretaris PPID Utama dalam membuat laporan
informasi berkala.

c) Berkoordinasi dengan Bidang Pengolahan Data dalam

penyediaan data / informasi.

d) Melakukan  tugas-tugas administrasi terkait

layanan informasi

Pengelola Penyelesaian Sengketa

a) Menyediakan informasi dari Pemohon Informasi sesuai
arahan Sekretaris PPID Utama.

hy Maenalrlacifilraci Aan mentvimnan data finformael darm TTY
Pembantu

c) Berkoordinasi dengan bidang Penyimpanan Data (Kantor
Arsip
Kab.Bolaang Mongondow Timur) dalam penyedizan dan

pengamananan data / informasi.

I
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d) Mengklasifikasi dan menyimpan dokumen permohonan
informasi yang telah dipenuhi atau ditolak.

e) Melakukan tugas-tugas administrasi terkait

penyelesaian sengketa informasi

9. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :

Pejabat ex officio Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi
pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Tugas :

Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola
informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID dan
hertanggung jawab kepada ketua PPID Utama Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur.

1. Pelaksanaan perencanaan program di Pelayanan dan
Dokumentasi Informasi;

2. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;

3. Pengelolaan dan pengembangan di Bidang Informasi dan

Dokumentasi Publik

Pengelolaan sistem informasi dan dokumienitasi;

Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka

pelayanan informasi publik;

6. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan

informasi publik.

o

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pelayanan dan
Dokumentasi Informasi dibantu oleh Pengelola Publikasi.

10.Bidang Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi:

Pejabat ex officio Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi
Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur.

Tugas :

Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik,
melakukan klasifi kasi jenis informasi dan
mendokumentasikan informasi vang telah dilhiasai dan
bertanggung jawab kepada ketua PPID Utama Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengelola Data dan
Klasifikasi Informasi dibantu oleh Pengelola Data.
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1. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengelola
Data dan Klasifikasi Informasi;

ko

- AR AATAL A AR .-. m ALLLNSA B et ]

3. Pelaksanaan identifikasi data dan informasi;
Pelaksanaan klasifikasi data dan informasi;
5. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan

.
Anlraimentacis
AL SAMCALLANYA L l-uul.,

6. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan
dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
11. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi:

»

Pejabat ex officio Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur
Tugas : Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam

menyelesaikan sengketa informasi dan bertanggung
jawab kepada ketua PPID Utama Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur.

Fungsi :
1.Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengelola
Data dan Klasifikasi Informasi ;

canaan loordinasi dalam rancgka penanganan
L=J L=y

penyelesaian sengketa informasi ;

3.Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas

pengaduan atau sengketa informasi;

4., Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

1lr melalreanalran tugas dan ﬁ‘rngmn}rn Ridang Penaelnla

P Y Adiralardp, & v Ayt A s A

Data dan Klasifikasi Informasi dibantu oleh Pengelola Data.

12. PPID Pembantu : Pejabat ex officio dijabat oleh Sekretaris pada
Badan/Dinas/Kecamatan, Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor
dan Kepala Bagian pada Bagian di Lingkungan Sekretriat Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Fungsi : Penyedia data / informasi publik yang berada dibawah
kewenangannya, yang bertanggung jawab kepada ketua PPID

Utama I(z:ahnnnfpﬂ_ 'Rnlg;n'lcr Mnﬂanndntxr '"I‘1m111-

—r AT a

Tugas: :

a) Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dari
unit/satuan kerjanya;

!
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III.

b} Menerima permohonan informasi publik baik secara
digital maupun non-digital dan memastikan tercatat

dalam formmulir permohonan.

c¢) Menyampaikan pemberitahuan tertulis atau penolakan
permohonan informasi kepada Pemohon informasi.

d) Menyampaikan salinan dokumentasi informasi kepada
Pemohon Informasi.

€) Menerima pengajuan atas keberatan permohonan
informasi.

f} Menyampaikan tanggapan tertulis atas Kkeberatan
permohonan informasi

g} Berkoordinasi dengan PPID utama dalam penyeiesaian
sengketa informasi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan masing
-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang
berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi

dan penerima pelayanan informasi.

A. OPERASIONAT. PELAYANAN INFORMAST

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front
Office dan back Office yang baik:
a. Front Office meliputi :
Desk layanan langsung
Desk layanan via media digital / elektronik.
b. Back Office meliputi :
Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi
Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi

B. DESK INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuni dan meiayani permintaan dan kebuiuhan
pemohon informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) melalui desk layanan informasi publik
melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara

lain menggunakan telepon, email dan website.

t
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C. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon
informasi, PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan
informasi publik pada Sekretariat PPID yang berkedudukan di
Dinas Komunikasi Informatika Perandian dan Statistik

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada
hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan
waktu pelaksanaan sebagai berikut :

~ . 1o - Dl-1 NQ NNa /A 1A NN WD
ALilL naiiis A B WVO.UWD ] U AT  yur )

Istirahat : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB

Jumat : Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

D. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

a. Pemohon informasi datang ke tempat layanan informasi
dengan mengisi formulir permintaan informasi serta

melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna

. .
informasi.

h at110ae memherilrzan fandas biil-iy nanearimmasn narmintaan

[y A N l-“b“v kAN LAk P Wl ALRS AL A MAALAALLALA A AL GLL r’v“.\l‘. ALEALALALL L r’y‘ AAAEA L AAANAL A

informasi publik kepada pemohon informasi publik.

c. Petugas memproses pemintaan informasi publik sesuai
dengan formulir permintaan informasi publik yang telah di
tandatangani oleh pemohon.

'Q..

- .
TR O m@ﬁtrﬂf“:h (ah ool 1T TATITI O OY a or
Lt o ARAN AL ¥ AsAAAdsaean ALALNSA RAACANIA Lol & Loy Agmrara Jahny,

diminta oleh pemohon/pengguna informasi.

Jika informasi yang diminta pemohon belum tersedia di
PPID utama, maka petugas memproses permohonan
informasi/data tersebut melalui sekretaris PPID utama.

Jika informasi yang diminta pemohon termasuk dalam
kategori informasi yang di kecualikan, maka PPID
menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku (UU KIP).

.
D+'I b iafa i BN o alF-1 o0l Q"’i1"‘lﬁ "\T‘If;ﬂ ]:h T‘f+1' DﬂTYﬁ"‘ﬂ"’\ﬂﬂ Tﬂ".ﬁmﬂﬂ';
A LLARLALY AL AL R AR LE A GAREAARA Al DI L e LSS ARAAAL ALARANIL

Publik kepada Pemohon Informasi Publik

o

f. Petugas mencatat, merekap dan mendokumentasikan

laporan bulanan dan tahunan, meliputi jumlah

f
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F.

permohonan informasi yang dilayani serta  jumlah
permohonan informasi yang ditolak berikut alasan

penolakannya.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
a. Proses pelayanan formasi publik dilakukan setelah

pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan.

b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID
utama. PPID wajib menanggapi permintaan informasi
melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi
permintaan informasi diterima, atau permintaan informasi
ditolak.

c. Jika PPID membutuhkan  perpanjangan  waktu
dikarenakan informasi yang diminta belum dikuasai, maka
PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. Untuk hal
tersebut, PPID harus memberitahukan secara tertulis

apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak.

d. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informassi
publik di lakukan secara langsung , melalui email ,fax atau

jasa pos .

¢b
{~

1 e “oardia ol1ivat
AbArl Ahadnd FEL LN N tlt.-l.\-l.‘-‘. Al LA b

pemberitahuan juga di cantumkan materi informasi yang
diberikan, format informasi, serta biaya apabiia diperiukan
untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila
permintaan informasi ditolak maka dalam surat
Pemberitahuan dicantumkan surat penolakan berdasarkan
UU KIP.

BIAYA TARIF

Pejabat Pengeloia informasi dan Dokumentasi menyediakan
informasi publik secara gratis { tidak di pungut biaya )
sedangkan untuk penggandaan dan  perekaman

pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan
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penggandaan informasi sendiri di sekitar gedung Badan Publik
(PPID) setempat .

KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengeloia Informasi dan Dokumentasi dalam
melaksanakan  pelayanan  informasi  publik  kepada
pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pranata

Arsiparis, Pranata Humas dan Pranata Komputer.

Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan
yang memiliki kompetensi di bidang pengetahuan mengenai
peraturan perundang undangan Keterbukaan Informasi Publik
dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam
berkomunikasi , sehingga dapat menunjang dalam

melaksanakan tugas pelayanan informasi.

LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan
publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian

pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik.

b. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat
laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik

untuk disampaikan kepada bidang pelayanan informasi.
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laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas peclayanan
informasi pubiik untuk disampaikan kepada pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur.,

d. Selanjutnya PPID Kabupaten Rolaang Mangondow Timur

setiap bulan melaporkan Lkepada Sekretaris Daerah
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Kabupaten Baolaang Mongondow Timur melalui ;

e. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan
informasi publik yang sudah dipenuhi ,tindak lanjut dari
permintaan yang belum dipenuhi , penolakan permintaan
informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan

waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan

v
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pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

f. Seluruh output proses layanan informasi publik dan arsip
data yang diserahkan kepada pemohon selanjutnya dikelola
oleh Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi PPID
untuk disimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keveratan
secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi ( PPID ) berdasarkan alasan berikut.

a, Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan

ana dimaksud dalam UU Nomorl4

B
%
g
5, |
5
m
:

b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana
dimaksud pada

UU KIP dalam pasal 9;
c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;

d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sesuai dengan yang
diminta ;

e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi,

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar;

g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang telah diatur
dalam SOP ini.

IV. MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN,
PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI]

A. PENGUMPULAN INFORMASI

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap OPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam kegiatan

pengumpulan informasi adaiah:

1.

>

Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan
yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan
kerja.

relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

&
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6.

Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip,

baik arsip statis maupun dinamis.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan
arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan
Kerja bersangkutan.

1 1 Ty 3 1 ] 1 Aﬂﬂ"ﬂﬂ baa¥-haakaV-)of atrlraem 4+, hﬂﬂﬂﬁ
Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memper taha

sebagai berikut:

a. Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya,

b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya;
c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;

d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.

Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan

pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi :

a. Organisasi/Kelembagaan;
Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait;
c¢. Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional);
d. Program dan Kegiatan;
e. Anggaran dan Dokumen Pt_elaksanaan Anggaran yang meliputi

unsur program dan kegiatan;

f. Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi (IT);

g. Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara
Berkala;

h. Daftar Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;

i. Daftar Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;

j. Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

B. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua

kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang
dikecualikan.

1. Informasi yang bersifat publik
Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas

pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:
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a. Informasi yang wajib diumumkan secaraberkala, yaitu

informasi yang terbuka untuk publik yang disediakan dan

diumumkan secara berkala, setiap satu bulan, tiga bulan dan

enam bulan sekali, meliputi:

1)

2)

3)

Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur
organisasi,tujuan,kedudukan, tugas dan fungsi, program
kerja, dan sebagainya;

Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow  Timur, Laporan
Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya.

Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan
realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan
pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya. 4)
Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;

5) Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon.

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu

informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan

ketertiban umum, meliputi:

1)

2)

3)

4)

S)

Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi
tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan
sebagainya.

Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil
pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut
atau daerah pemukiman.

Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti
penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik.
Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran
lahan untuk kepentingan umum.

Hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak

c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:

11
+J

®

penguasaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur, tidak termasuk informasi yang dikecuaiikan;

=21 Vo v dom o i i b o VUL ST T [ 7 0 ORI P PN
Sis KCPULGSAil rCiicriiiian aoupaien DJ1aaiig

Mongondow Timur dan latar belakang pertimbangannya;

Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya
dapat dilihat dan/atau dibaca di OPD;
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4) Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan
pengeluaran tahunan Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur dapat dilihat dan/atau dibaca di OPD;

5) Perjanjian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur dengan pihak ketiga;

6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam

pertemuan yang terbuka untuk umum;

7) Prosedur kerja pegawal Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur yang berkaitan dengan pelayanan
masyarakat dan/atau;

8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Informasi Yang Dikecualikan

Dalam pengelompokkan informasi yang dikecuaiikan, periu dipernatikan

hal-hal sebagai berikut:

a. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008.
b. Prinsip-prinsip vang harus diperhatikan dalam

mengelompokkan informasi yang dikecualikan:

1) Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang
dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode

yang valid dan mengedepankan obyektivitas.

2

terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari

peuaisiran yang subyekiifl dan kesewenangan.

3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara
mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih
besar menghendakinya.

c. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya

(consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu

t
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informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut
dibuka.

d. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau
ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut
pada poin c¢ dilengkapi dengan uji kepentingan publik
(balancing public interest test) yang mendasari penentuan

informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.

e. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan
tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi,

sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

f. Usulan Kklasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan
terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2)
tersebut di atas, diajukan oleh SKPD yang memiliki
kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan

administrasi.

g. Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3)
dilakukan melalui rapat pimpinan.

h. Jenis informasi yang dikecualikan wuntuk selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPID Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur

C. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

Pendokumeniasian mformasi adalai kegiatan penyimpanan daia dan
informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau
diterima oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur guna membantu PPID dalam melayani

permintaan informasi.

Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata
persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:
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1. Deskripsi Informasi:

OPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.

Verifikasi informasi:

!\!

Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.

3. Otentikasi Informasi:

informasi oleh setiap satuan Kerja.

4, Kodefikasi Informast:
a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan,
maka dilakukan kodefikasi.

h Maotnda nenalradenn Aitentiilran nls . o
Afe AFPA s LUFLAYS rul;&;h\.’uum; AR R AL S AMLALL WLFAL,AA ¥ ¥ MAB A, MJ& Rl A LA LA &ULJ .

5. Penataan dan Penyimpanan Informasi.

D. PELAYANAN INFORNMASI

i. hiekanisme Peiayanan informasi

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan
pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan
informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan
melalui media cetak dan elektronik melalui tahapan sebagai
berikut:

a. Penyusunan Daftar Informasi Publik di PPID Pembantu :
1). Masing -~ masing PPID Pembantu di setiap OPD
menyusun dan menyiapkan rancangan Daftar Informasi
Publik yang berada di bawah penguasaannya sesuai
dengan kategori informasi sebagaimana diatur dalam
UU No. 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

iD

Y

2}
ﬁd}.

penguasaaannya kepada Fimpinan OFD.

3). Pimpinan OPD memeriksa rancangan Daftar Informasi
Publik yang diserahkan PPID Pembantu dan
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mengkompilasinya menjadi rancangan Daftar Informasi
Publik.

4). Pimpinan OPD menetapkan rancangan Daftar Infomasi
Publik menjadi Daftar Informasi Publik OPD.

5). Daftar Informasi Publik OPD didistribusikan kepada PPID
Utama dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

b. Pelayanan Permintaan Infomasi

1) Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi

atau melalui media online / website ppid Bolaang

Mongondow Timurkab.go.id dan mengisi formulir

permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP

pemohon dan pengguna informasi.

n attiagae  lavanan  infarmaci  memnraocec
e memproses

1
s Almy vAALTass Assassa assania

pemohon informasi public, meliputi : menerima dan
mencaiat Buku  Regisier Pernmnohonan  Informasi,
memberikan tanda terima kepada pemohon dan
menyampaikan surat permintaan data kepada Pejabat
Eselon IV di bawah PPID utama.

3) Pejabat Eselon IV di bawah sekretaris PPID (Kasubag
Analisis dan Pengolahan Data di Diskominfo, Persandian
dan Statistikj membuat memo kepada Sekretaris
Diskominfo, Persandian dan Statistik selaku Sekretaris
PPID utama.

Al Qelrrataric D m

=y e A L A A A

| kepada Ketua PPID Utama untuk mendapat arahan.

5) Apabila informasi yang diminta sudah dikuasai oleh
PPID utama, maka Ketua PPID membuat memo / nota
Dinas yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelola
Data dan Klasifikasi Informasi untuk dipenuhi.

6) Apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang
dikecualikan, maka Ketua PPID membuat memo / nota
Dinas yang ditujukan kepada Atasan PPID melalui Tim
Pertimbangan PPID untuk ditindak lanjuti atau ditolak.

!
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7) Apabila informasi yang diminta belum dikuasai oleh
PPID Utama, maka PPID Utama memberitahukan hal
tersebut kepada Pemohon informasi dan menyampaikan
surat permintaan data / informasi dimaksud kepada
unit kerja / OPD terkait sesuai jenis informasi yang

diminta.

8) Petugas layanan informasi memantau penyiapan data
oleh PPID Pembantu sesuai dengan memo yang telah
diajukan. Jangka waktu penyiapan data sesuai dengan
jenis datanya.

Untuk data mentah (kliping dan data statistik
sederhana jangka waktunya 2 hari kerja, sedangkan
data terolah seperti pointers (3 hari kerja) dan kajian /
analisis ilmiah (7 hari kerja).

9) Petugas layanan informasi menerima data / informasi

yang telah dipersiapkan unit kerja melalui PPID
Pembantu.

et
L=

pelayanan informasi yang ditandatangani oleh PPID
uiama yang menyatakan bahwa perminiaan data telah

selesai dikerjakan.

11) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi
Publik kepada Pengguna Informasi Publik.

Jangka Waktu Penyelesaian

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon
informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi
publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID.
PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui
pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi
permintaan informasi diterima, permintaan informasi
ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan

permochonan diterima atau ditolak.
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c. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka
diperbolehkan menambah waktu selambatlambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.

d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat
pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang
diberikan, format informasi serta biaya apabila dibutuhkan

untuk keperluan penggandaan atau perekaman.

e. Jika permintaan informasi ditolak, maka dalam surat
pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan
UU KIP.

E. KEBERATAN DAN PENYELESAJAN SENGKETA MELALUI
KOMISI INFORMASI

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan
secara tertulis kepada Atasan PPID setelah diterimanya

jawaban atas permohonan yang pertama.

2. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu
paiing lambat 30 {(iiga puluh) hari kerja sejak diterimanya

keberatan secara tertulis.

3. PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dengan prosedur sebagai berikut:

a. PPID memnergianlan daftar Pemnhgn dan'/ t+a1

A A A AMANCALARFASA MIANA A

informasi yang akan ditolak;

b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan OPD
yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat

permohonan diterima PPID;

o
oL
v
ca
@
T
3
2

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

4. PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang
disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
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d.

PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan

pemohon dan/atau pengguna informasi;

PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD
yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat

permohonan diterima PPID;

Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita

acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

. Mekanisme Penyelesaian sengketa informasi

a.

b.

O

PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;

Tim Pertimbangan PPID menyusun kajian dan pertimbangan
hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;

Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi,
PTUN, dan MA, maka PPID mclakukan pendampingan hukum

untuk penyelesaian sengketa informasi

/7 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMURt
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LAMPIRAN II

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMAS! DAN DOKLIMENTASI (PPID)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PEMBINA

P —

e om o oamE

——— e e = e

|

KETUA PPID

7

Pengelola Penyelesaian ::
Sengketa 1

UPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ﬁmnmn



Mengajukan keberatan atas info yang diberikan

PergajLan
Surat /
Permohcnan

Surat & Syarat

10

Penerirna
Infarmasi

v

Info yang cikecualikan

Diternnaditelak

Kadis
Kominfo
Ketua PPID .
Perminy:an info/data
yan3 tersedia +
Seﬁcdis disiposisl
Kominfo /
Sekriatris
Pf’ID
Jika datz /

info tersedia

©

Koorcinasi
untuk data yang
tidak tersedia di
PPID lJtama

1
|

—

{

Draft surat dan
hasil olakan
informas

Sekdis
komnfo /
Sekreatris

PPID

Kadis
kominfo /
Katua PPID

Kcordinasi }—

Untuk
persstujuan
/TTD

Koordinasi bila

Waktu 30 Hari

Tim <

BUPATI

Pertimbanigan |

PFID
Pambantu :
OPD + BUMD

-

ada sengketa

v

Koordinasi Bila ada keberatan dari pemohon

Pe-timbangan

inic

Output : Data/inforraasi secara tertulls, berupa:
1. Permintaan informasi diterima = diberi data / info
2. Permintaan Informasi ditclak ->» disertai alesannya
3. Permintaan untuk perpan angan waktu 7 hari karja

karena inforrasi belum dikuasai / tida< tersedia di

PPIC Utzma




Lampiran 10 : SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik (DIP)
Nomor Tahun 2017
Tanggal :
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
PEMERINTAH KABUPATEN “BL?" h:* E';rf:
sahkan Olel
BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Nama / Judul SOP PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2008 Nemor B, Tambehan Lembaran Negara

Sekretaris Daersh (Sekda) selaku Pengarah/Atasan PPID

SOP ini memiliki keterkaitan dengan SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

{ I
7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tenteng Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor (12, Tambahan Lembaran Negara Nomor SO3B): 2 Kepala Kepala Dinas Kominfo selaku Ketua PPID Utama
3 Undeng-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipen (Lambaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 152, Tambahen Lembaran Negara Nomar SO71); 3 Kepals Bagian Humas selaku Wakil Ketua PPID Utama
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: 4 Sekretarls Dinas Kaminfo, Persandian dan Statistik selaky Sekretarls PPID utama
S Persturan Menteri Komunikas! dan Informatika Nomior 10 Tehun 2010 tentang Pedoman Pengelolean Informasi den Dokumentesi di Lingkungan Kementerian Komunikasi 5. Kepela Bidang Pelayanan den Dokumentasi Informasi
B Parsturan Menteri Dalem Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tantang Pedoman Pengalolaan Pelayanen Informasi den Dokumentesi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri: | B Kepala Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informesi
7 Peraturen Komis! Informasi Nomar | Tahun 2010 tentang Stander Layanan Informasi Publik. 7 Pengelola Publikasi
8 Peraturen Komisi Informasi Nomar | Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 8 Pengelola Data
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
- Rencana Kerja dan Anggaran

Lembar Kerja/Format Daftar Infarmasi Publik

Komputer, Printer dan Scanner

ATK

Jaringan Internat

Form isian permohonan informasi - Kendaraan Dinas Operasional

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

informasi

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP Ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa

Disimpan sebagal data elektronik dan manual




SOP PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PELAKSANA MUTU BAKU
Seluruh Pejabat
Administrato
L o /stafskeDatau| PPDGan | L0 t:" P’:' o
Staf urusan PPID Kelengkapan Waktu Out put Ket
atau Website
Dokumentasidi| Pembantu
Pemerinta Daerah
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Buku Panduan Setiap hari kerja, tetapi ditarget  |Isian Lampiran
Mengumpulkan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi Pembentukan dan |mana Informasi yang harus 9 yang telah
masing-masing SKPD balk yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun Operasional PPI diselesaikan terleblh dahulu diverifikasi
yang dikirim ke plhak laln, yang berupa arslp statis maupun dinamis, arslp Pemerintah Provinsi |kebenarannya
1 | aktif maupun arslip inaktif dan arsip vital yang dikuasal, informas! yang :’:‘ K:b”"“;"/ :::P"I')kep"’
dilakukan mellputi Jenis dokumen, penanggungjawab pembuatan, waktu o Lamp @) ber!a:':ian
dan tempat pembuatan, dan bentuk informasl yang tersedia ( misalnya .
dalam bentuk hardcopy atau softcopy, dan sebagainya.
Mengklasifikasikan seluruh Informasl yang telah dikumpulkan dan Buku Panduan Satu Minggu Sekall Isian Kiasifikas) Informasi Terdiri atas : (1) Informas| yang wajib disediakan
Pembentukan dan Lampiran 9 |dan diumumkan secara berkala, misalnya anggaran dan kinerja serta
mengldentifikasinya berdasarkan sifat informasl yaitu (lihat buku panduan Operasional PPI yangtelah |laporan kegiatan, (2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
pembentukan dan operasional PPID Pemrintah Kabupaten). Selaln itu juga Pemerintah Provingl diverifikasl |$ecere serta merta, misalnya informasi yang menyangkut hajat hidup
dan Kabupaten / keb orang banyak sepertl pengumuman hasil lelang, pengumuman
5 mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan dengan kategori Informasi Kota (Lamp 1) e Ie:all:anr;y penerimaan CPNS, dlil. (3) Informasi yang wajlb disediakan setiap saat,
aolen kepala) micalnya Informasi jam pelayanan kesehatan, informasi tarif
sebagaiman lah di kan melalul UU No.14 T h
ag 3 yang teish ditetapkan meiaiut UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 SKPDYang |perizinan, kebijakan yang dikeluarkan, perjanjian yang dilekukan
dan Pasal 18 secara ketat, terbatas, dan tidak mutlak. Informasl yang bersangkuta |dengan pihak lain dil.
n
dikecualikan Inl harus ditetapkan melalul uji konsekuens! dan uji
kepentingan publik (diatur dalam SOP tersendirl)
Mendokumentasikan Informasi publik dalam bentuk file khusus (softcopy) Buku Khusus dan  |Satu Minggu Sekali Dokumen Staf kearsipan/ dokumentasi mempunyal buku khusus
dan tempat penyimpanan dokumen untuk hardcopy dengan tata cara komputer/ Informasi dokumentasl dan semua dokumentas| dan Juga tercatat dalam
5 sepertl mengarsip dokumen dan dipisahkan sesual klasifikasi informasi hardcopy khusus Publik betuk softcopy
walib, serta merta dan berkala, Inofrmasl yang dikecualikan paling tidak ::::::::::
hanya daftarnya saja yang perlu dibuat - —
Menetapkan daftar informasi publik secara resmi dan memerintahkan PPID dan PPID Setelah Daftar Informasi Publik  [Surat Surat Keputusan didokumentasikan oleh setiap SKPD dan
untuk mengumumkan DIP kepada masyarakat Pembantu selesal dikerjakan, jika ada Keputusan  |pp|D/PPID Pembantu
melakukan rapat  |tambahan baru dibuat SK baru Daftar
bersama untuk untuk ditetapkan Informasi
4 menetapkan Daftar Publik yang
Informasi Publik ditandatangan

| oleh Bupati




Mengupload DIP ke website khusus PPID atau website pemerintah daerah Website dan saran [Segera setelah DIP ditetapkan Adanya
maupun sarana pengumuman lainnya |pengumuman oleh PPID atau PPID Pembantu Konten Daftar
[lainnya yang dimiliki Informasi
oleh pemerintah Publik di
daerah Website PPID
atau website
pemerintah
5 daerah dan
terpampangny
a DIP di papan
pengumumm

di setiap SKPD

Dimulainya dan berakhir suatu prosedur

proses berjalannya suatu prosedur

O : Pengambilan keputusan

: Arah prosedur

Koneksi perpindahan halaman

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, ‘_

1

SEHAN LANDIAR




Lampiran 11 : SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik
Nomor : 4 Tahun 2017
Tanggal B < q o

Nomor SOP

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

Nama / Judul SOP PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-undang Nomar 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

I, Sekretaris Daerah (Sekda) seleku Pengarah/Atasan PPID

7  lUndang-Undang Nomar 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomar I1Z, Tambahan Lembaran , Kepala Kepala Dinas Komino selaku Ketua PPID Utam
Negara Nomar 5038);

3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomar 152, Tambahan Lembaran Negara 3. Kepala Bagian Humas selaku Wakil Ketua PPID Utama

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 4 Sekretaris Dinas Kominfo. Persandian dan Statistik selaku Sekretaris PPID utama
Keterbukaan Informasi Publik;

5  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di i) Kepala Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

B  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di B. Kepala Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi

7 Peraturan Komisi Infarmasi Nomor | Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. T Pengelala Publikasi

8 Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ] Pengelola Data

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP ini memiliki keterkaitan dengan SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

- Rencana Kerja dan Anggaran

- Lembar Kerja/Format Daftar Informasi Publik
- Komputer, Printer dan Scanner

- ATK

- Jaringan Internet

- Form isian permohonan informasi - Kendaraan
Dinas Dperasional

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PELAKSANA MUTU BAKU
Bagian Penguasa
NO Kegiatan fegiras Gl !nfor?nasi /
Pemohon| PPID atau PPID Kelengkapan| Waktu Out put Ket
Dokument
PPID Pembantu (SKPD)
Pembantu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1)F li i i
Pemohon dapat menyampaikan permohonan (1) Formulic  [Setiap saat |Formulir
. F i Permohonan permohonan
informasiyang dibutuhkan melalui : (1) datang Slarmiabl A .
I : yang informasi
angsung dan mengisi formulir permohonan tersedia di o
informasi dengan melengkapi fotocopy identitas meja zang | : ak
diri (KTP/SIM/Paspor), (2) melalui website dengan pelayanan d"S' de“ng a?i
mengisi formulir yang telah di download dan PPID atau fan BIRE
1 menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/paspor) ditampilkan di otocopy/
kemudian dikirim ke alamat email PPID yang website dan f;:anm i
tertera di website. (3) mengirim fax formulir dapat di FOEHAS G
: ” download, (2)
permohonan informasi yang telah diisi lengkap Fotocopy atau
disertai dengan fax identitas (KTP/SIM/paspor) ke cwn Tfiditin
nomor fax PPID (yang telah dicantumkan di diri pemohon
website maupun brosur/poster PPID) informasi
Melakukan registrasi berkas permohonan Buku register |[Setiap hari |Daftar
informasi publik. Jika dokumen/informasi yang dan file padajam  |permohonan
diminta telah termasuk dalam DIP dan memiliki khusus dalam |kerja Staf |informasi yang
oleh meja informasi, maka langsung diberikan Lantuk REgister PRID telasisensusin
: softcopy atau PPID dalam buku
2 kepada pemohon yang menandatangani tanda
. . : . 5 tentang Pembantu |register dan
bukti penerimaan informasi/dokumentasi. Jika registrasi fils Khusue
informasi/dokumentasi yang diminta belum permohonan registrasi
termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan informasi
disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu




g

N

PPID meminta kepada penguasa Daftar Setiap hari, |informasi/Dok }Pencarian data/informasi
informasi/dokumen {SKPD} untuk memberikan Informas maksimal 10 |umenyang | /dokumen yang diminta oleh
infromasi/dokumen {yang sudah termasuk dalam Publkyang  |{(sepuluh) Jterbuka untuk |emohon harus dilayani oleh PPID
DIP) kepada PPID untuk diberikan kepada telah hari sejak | publik atau PPID Pembantu walaupun
\ , ditetapkan, {permohonan ) . . .
pemohon informasi. Penguasa balk yana informasi mungkin permintaan informasi
informasi/dokumen memberikan disimpan dl  teregistras! tersebut terletak di SKPD lain,
informasi/dokumen yang dimaksud kepadaPPID SKPD yang dalam hal ini koordinasi
atau PPID pembantu bersangkutan, data/informasi/dokumen sangat
maupun yang penting dilakukan oleh PPID dan
disimpan di PPID Pembantu
SKPD lain di
lingkup
pemerintah
daerah
Informasi/Do [Maksimal  |informast
kumen yang diberikan publik yang
diminta oleh |Perpanjanga |diminta oleh
pemohon n pemohon
pemenuhan
permohonan
Memberikan informasi/dokumen yang diminta Iniorma;I
oleh pemohon yang manandatangani tanda bukti ?:ui:?‘? hari
penerimaan informasi/dokumen sej]ak
pemberitahu
an tertulis
diberikan
dan tidak
dapat

diperpanjang




: Dimulainya dan berakhir suatu prosedur /BUPATl BOLAANG MONGONDOW TIMUR,{_

: Proses berjalannya suatu prosedur ;W[
: Pengambilan keputusan 7
SEHAN LANDJAR

l : Arah prosedur

&

G : Koneksi perpindahan halaman



Lampiran 12 : SOP Uji Konsekuensi

Nomor

Tanggal

Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisl
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama / Judul SOP UJI KONSEKUENSI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

| | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tenteng Keterbukaan Informasi Publik (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4846);

Sekretaris Daersh (Sekda) selaku Pengareh/Atasan PPID

Undang-Lndang Nomar 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lambaran Negara R| Tahun 2008 Nomor 12, Tsmbahan Lembaran Negara Nomor 5038): 2. Kepala Kepala Dinas Kominfo selaku Ketus PRID Ltama
3 Undang-Undang Nomar 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negaea Rl Tehun 2008 Nomor |52, Tambahan Lembaran Negara Nomar S071): 3. Kepala Bagian Humas selaku Wakil Katua PPID Utama
4. Sekrataris Dinas Kominfo, Parsandian dan Statistik selaky Sekretaris PPID utw
s Paraturan Pemarintah Republik Indonesia Nomar B1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2008 tenteng Keterbukaan Informasi Publik : o R e e ¢ e
5  Parsturan Mentari Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi den Dokumentasi di Lingkungan Kamentarian Komunikasi dan Infarmatiks; 5. Kepala Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
8 Peraturan Manteri Oalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Padoman Pengelolasn Pelayanan Informesi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalem Negert B Kepala Bidang Pengelola Dats dan Kasifikas! Informasi
7 Paraturan Komisi Informasi Nomar | Tahun 2010 tentang Stendar Layanan Informasi Publik. 7. Pengelole Publikasi
B Persturan Komisi Infarmasi Nemor | Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelasaian Sengketa Informasi Publik B.  Pengelola Data
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP ini memiliki keterkaitan dengan SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik - Rancans Kerja dan Anggaren
- Lembar Kerja/Formet Daftar Informasi Publik
- Kamputer, Printer dan Scanner
- ATK
- daringan Internat
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




SOP UJI KONSEKUENSI
PELAKSANA BAKU MUTU
Tim
No tHpotan PPID PepTy?n';s:n 7";::::;:: ?;;:;; Pemohon Kelengkapan Waktu Qut put Ket
Informasl
1 2 3 4 5 6 X 8 9 10
Melakukan kajian atas Informasi/dokumen yang tidak Berkas permohonan |Setlap saat Berkas permohonan informasi
1 | termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan | ( ) Informasi/dokumen yang telah diisi lengkap dan
Pelayanan Informasl dari pemohon ::Emplrl fotocopy/scan |dentitas
Memberikan pertimbangan atas Informasi/dokumen yang Perundang-undangan |Setlap harl kerja Surat Keputusan Tim
@ dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan > YahE SNt 1 U0 RertiEBangan Feltyaatn
d KIP dan PERKI 1/2010 Informasi
dan kepentingan umum
Menyampalkan kepada PPID atas status informasi/dokumen Informasi/Dokumen |Setiap harl, maksimal 10  |Informasi/dokumen dari
yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau yang telah dinyatakan|(sepuluh) hari sejak penguasa Informasi/dokumen
terbuka, Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka untuk publik |permohonan informasi (SKPD)
terbuka, maka PPID memerintahkan kepada penguasa teregistrasi
3 informasi/dokumen (SKPD) untuk menyerahkan
informasl/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi
/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
dinyatakan rahasla, maka PPID membuat surat penolakan
kepada pemohon
Informasi /dokumen Maksimal diberikan Informasl publik yang diminta
yang diminta oleh perpanjangan pemenuhan  |oleh pemohon atau surat
Memberikan Informas| yang diminta oleh pemohon dengan pemohon atau surat permohonan Informasl penolakan
i menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan penclakan jika selama 7 (tujuh) hari sejak
surat penolakan kepada pemohon [Ika status C) informasi/dokumen pemberitahuan tertulis
informasl/dokumen dinyatakan rahasia tersebut dikategorikan |diberikan dan tidak dapat
rahasia diperpanjang lag

e

: Dimulainya dan berakhir suatu prosedur

: Proses berjalannya suatu prosedur

: Pengamblian keputusan

: Arah prosedur

100

: Koneksl perpindahan halaman

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR.',

SEHAN LANDJAR

L




npiran 13 : SOP Penyusunan dan Pengumuman Daf formasi Publik

Nomor LAY Tahun 2017
Tanggal : b :
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG {Tenesal Efeitt
isahkan Ole
MONGONDOW TIMUR
Nama/Judul SOP PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA :
I Undeng-undang Namar 14 Tahun 2008 tentang Katerbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar B, Tambahan Lemberan Negera Nomor | 1. Sekretaris Daarah (Sekda) selaku Pengarah/Atasan PPID
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor S038): 2. Kepala Kepala Dinas Kominfa selaku Ketus PPID Utema
3 Undang-Undang Nomor 43 Tehun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomar S071) 3. Kepals Bagien Humas selaku Wakil Ketua PPID ltama
& Peraturan Pemarintah Republik Indonesia Nomar 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: 4 Sekretarls Dinas Komiinfo, Persandian dan Statistik selaky Sekrataris PPID utsme
§  Paraturan Manteri Komunikesi dan Informatiks Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Infarmasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikas! dan 9. Kepala Bidang Peleyanan dan Dokumentasi Infarmasi
B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Padoman Pengelolazn Pelayanan Informasi den Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri: B.  Kepals Bidang Pengelola Data den Klasifikas Informasi
T Peraturan Komisi Informasi Nomar | Tahun 2010 tentang Standar Leyanan Informasi Publik. 7. Pengelola Publikasi
8 Peraturen Komisi Informasi Namar | Tehun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publix 8. Pengelola Data
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP ini memiliki keterkaitan dengan SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Rencana Kerja dan Anggaran
- Lembar Kerja/Format Deftar Informasi Publik
- Komputer, Printer dan Scanner

- ATK
- Jaringan Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

PELAKSANA MUTU BAKU
Bagian
Atasan PPID
NO Keglatan
’ Pemohon Ragistras FRID (Sekretaris FFID At RHID Kelengkapan Waktu Out put Ket
atau PPID Pembantu
Daerah)
Pembantu

3 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasiyang

dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi

formulir permohonan Iinformasi dengan melengkapi (1) Formulir Pengajuan

fotocopy identitas dirl (KTP/SIM/Paspor), (2) melalul Keberatan Informas| yang eanlipecgslis oo

website dengan mengisi formulir yang telah di download tersedian di meja pejayanan peng

PPID atau ditampilkan di Setiap hari pelayanan informasi publik yang

1 dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/paspor) :

kamudisn diiiricn ke alimat il PPID drteradl website dan dapat di download, |kerja telah diisi lengkap dan dilampiri

SIIEIAQ EICTIY 8 BSmAT A s (2) Fotocopy atau scan identitas fotocopy/scan identitas diri

website. (3) mengirim fax formulir permohonan informasi diri pemohon yang mengajukan

yang telah dilsi lengkap disertal dengan fax identitas keberatan

(KTP/SIM/paspor) ke nomor fax PPID (yang telah

dicantumkan di website maupun brosur/poster PPID)

& Buku register file khusus
k
Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan dalam bentuk softcopy Suftar pEngajua keaparatal
Setiap hari pelayanan informasi yang telah
2 pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan tentang registrasi pengajuan , ;
pada jam kerja [tersusun dalam buku register dan
keberatan kepada atasan PPID (Sekretaris Daerah) keberatan pelayanan
file khusus registrasi
informasi

Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para J—:] Berkas pengajuan kebertan  |Setiap hari Daftar surat yang deberikan

pemohon da memerintahkan PPID dan PPID Pembantu y SS— pelayanan informasi yang kerja kepada PPID dan PPID Pembantu
. untuk menjawab permintaan telah diisi lengkap




Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk
memenuhi permintaan informasi dari pemohon

(1) Berkas pengajuan
kebertan pelayanan informasi
yang telah diisi lengkap, (2)
Daftar Informasi Publik yang
telah diumumkan

Setiap harl
kerja

it perintah tertulis kepada
rriD PPID Pembantu untuk

memenuhi permintaan pemohon

yang mengajukan kebertan
pelayanan publik

Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada
Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk
daftar informasi publik. Atasan PPID akan menjawab
pengajuan keberatan kepada pemohon. Jika Informasi yang
diinginkan pemohon tidak termasuk dalam daftar informasi
publik yangtelah diumumkan ( karena informasi belum
tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan), maka

diberikan surat penolakan kepada pemohon

Dokumen /informasi yang
dimaksud oleh pemohon atau
rekomendasi surat penolakan
dari PPID atau PPID
Pembantu karena informasi
yang diminta merupakan
informasi yang dikecualikan

Setiap hari,
maksimal harus
ditanggapi 30
(tiga puluh) hari
sejak
dicetaknya
pengajuan
keberatan
tersebut dalam
register
keberatan

Informasi publik yang diminta
oleh pemohon atau surat
penolakan kepada pemohon

: Dimulainya dan berakhir suatu prosedur

: Proses berjalannya suatu prosedur

<> Pengambilan keputusan

G : Koneksi perpindahan halaman

: Arah prosedur

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,(‘

SEHMAN LANDIJAR




LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI

NOMOR :
TANGEAL : 2017
TENTANG g STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMAS! PADA PEJABAT

PENGELOLA INFORMAS! DAN DOKUMENTAS! (PPID) KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PPID KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Tutuyan

®

\\/

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diis/ petugas)':

Alamat
Nomor Telepon/E-mail

Rincian Informasi yang dibutubkan -

Tujuan Penggunaan Infarmasi
Cara Memperaoleh Informasi** :
o Melihat/membaca/mend
engarkan/Mencatat
o Mendapatkan salinan
informasi
(hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi™** :
o Mengambil Langsung
o Pes
o Kurir
o E-mail
o Faksimili
Bolaang Mongondow Timur, 2017
Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohanan) Pemaohon Informasi
(. ) (
Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan
Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarksn nomar registrasi permohonan Informasi Publik
** Pilih salah satu dengan dilingkari
*** Coret yang tidak perlu



Hak-hak Pemohon Informasi

I Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik,

kecuali :

(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat
proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, Membahayakan pertahanan dan keamanan
Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi
dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau
surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan
berdasarkan Undang-undang.

(b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan

1. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan
Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

I1I. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya
permohonan informasi dalan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan
informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis

1 x 7 hari kerja.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan
tanyakan kepada petugas informasi atasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak
permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di
permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang
diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis
yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi
dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.
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PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID

JI. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Tutuyan

. Bentuk Informasi Yang . Biaya dan cara
Status Informasi ) Jenis Permohonan Hari dan Tanggal .
. Informasi Tujuan Dikuasakan Pembiayaan
Nomor | Pekerja Alasan -
No | Tanggal Nama Alamat Yang Penggunan Dibawah Belum Melihat/ Keputusan Pemberit
Kontak an o ) . Meminta Penolakan Pemberian
Diminta Informasi Penguasaan | Didokument | Softcopy | Hardcopy | Mengeta . ahuan Biaya Cara
i Salinan . Informasl
Ya Tdk asikan hui Tertulis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Keterangan
Nomor : Diisi tentang nomor pendaftaran permohonan inforomasi publik
Tanggal : Diisi tentang tanggal permohonan diterima
Nama : Diisi tentang nama pemohon
Alamat : Diisi tentang alamat lengkap dan jelas pemohon informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta
Nomor Kontak : Diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email pemohon informasi publik
Pekerjaaan : Diisi tentang pekerjaan pemohon informasi publik
Informasi yang diminta : Diisi tentang detail informasi yang diminta
Tujuan Informasi yang diminta : Diisi tentang tujuan / alasan permohonan dan penggunaan informasi
Status Informasi : Diisi tentang memberikan tanda V bila tidak dibawa penguasaan, tuliskanlah badan publik yang menguasai bila diketahui sesuai dengan isian di formulir pemeberitahuan
tertulis
Bentuk informasi : Diisi dengan memberikan tanda (V)
Jenis Permohonan : Diisi dengan memberikan tanda (V)
Keputusan : Diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis
Alasan Penolakan : Diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID
Hari dan Tanggal : Diisi tentang :

a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan
informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.
b. Hari dan tanggal pemberitahuan informasi kepada pemohon informasi publik
Biaya dan Tanggal : Diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perincian dan cara pembayaran yang dilakukan.

r



PPID KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Jin. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Tutuyan

PEMBERITAHUAN TERTULIS
Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal ........... bulan .......... tahun ....... dengan nomor pendaftaran® ... Kami menyampaikan kepada Saudara/i
Nama
Alamat
Nomor Telepon/E-mail
Pemberitahuan sebagai berikut:
A. Informasi Dapat Diberikan
No Hal-hal terkait Informasi Publik Keterangan
t|p Informasi Publk** @ o
. o Badan Publik lain, yaitu ...
g e o JSoftcapy (rermasuk rekaman).
. e o Hardeopy/Aalinan tertulis.
o Penyalinan Rp..X .. (jmih lembaran) = Rp...........
3 | Biaya yang dibutubkan®** o PE.FIQIFIITIEH L —
o lainZ A
o Jumlah [ I
4 | Waktupenyedigan | hari

(tambahkan kertas hila perlu)

Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon

ok

B. Infarmasi tidak dapat diberikan karena.**

o Informasi yang diminta belum dikuasai

o Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka wakiu ...........

Keterangan:

FEEER

Bolaang Mongandow Timur......... 2007
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

( )

Nama & Tanda Tangan

* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (/).

*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan

standar biaya yang telah ditetapkan.

**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

ko ok ok

Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta t



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Jin. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Tutuyan

! PPID KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
=

FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)*: .....c.coiiiinnnnennnnsnnnnn.
Nama 8 A S S A SRS i S A
Alamat T T LI R SRRy
Pekerjaan L LE L A ——
Nomor Telepon/E-mail e T R A T N T SR R
Rincian Informasi Yang Dibutuhkan R T T T .

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian informasi o Pasal 17 huruf ............... UU KIP **
didasarkan pada alasan

...........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Dengan demikian menyatakan bahwa :

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon informasi keberatan atas pnolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada
Atasan PPID, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Bolaang Mongondow TIMUF, ......ccoceervaeenenns s 201

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:
*_ Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.

** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a —i, UU KIP.
*** Sesyai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang undang

lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).

**#* Diisi oleh petugas sesuai dengan jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP.



m PPID KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Jin. Trans Sulawesi Linakar Selatan - Tutuvan

S

FORMULIR KEBERATAN

(RANGKAP DUA)

FORMAT KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan SisnvanansannaRyi T (diisi petugas) *
Nomor Permohonan Informasi P e T R
Tujuan Penggunaan Informasi RGPS SNNAs SR e TR RS ek AU A NS SRR
Identitas Pemohon
Nama LLasiavasennansnamnmnan A R T
Alamat CesstsnsessnasnsuRNRRSERSRINTRRES ETTTTTLO T [TLiE]
Nomor Telepon s AR T T AT
Pekerjaan -~~~ 7/ T [T

Identitas Kuasa Pemohon **

Nama L isessasepsasasaesesRIResASRRanuNdRnsuinasunsununn
Alamat ST e R AR R YRR R AR AR NEE——
Nomor Telepon SaseasssesssssssssascsusanssennaEserstsTessnITaLASS

B. ALASAN KEBERATAN ***

Permohonan Informasi Ditolak
Informasi berkala tidak disediakan
Permintaan informasi tidak ditanggapi

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

e e 9 B B

Permintaan informasi tidak dipenuhi

o}

Biaya yang dikenakan tidak wajar
o Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI ( tambahkan kertas bila periu)




D. HARI / TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :
..... (tanggal).........(bulan).......(tahun).... (diisi oleh petugas) ****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya , saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui, Bolaang Mongondow
[ 1]} | R een——— 2013
Petugas Informasi
(Penerima Keberatan) Pengaju Keberatan
P S ) T S e ) ﬂ
Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
SE}@NDJAR
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